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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 11 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 22 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA YANG
MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI, INTERNASIONAL DAN

2]

ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK BERJADWAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa ketentuan persyaratan-persvaratan sertifikasi dan operasi
bagi perusahaan angkutan udara yang melakukan penerbangan
dalam neqeri, internasione«! dan angkuian udara niaga tidak berjadwal
telah diaiur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22
Tahun 2002; X

bahwa dalam rangka menjamin kesiapan pelaksanaan serta
mengantisipas! perkembangan kegiatan angkutan udara yang terjadi,
perlu dilakukan pengawasan secara berkala ierhadap permohonan
persyaratan sertifikasi dan operasi perusahaan angkutan udara;

bahwa untuk melaksanakan hal tersebut huruf b, perlu memberikan
batas waktu berlakunya waktu pengembalian sertifikat operator
penerbangan dan spesifikasi pengoperasian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan ¢ maka perlu dilakukan Perubahan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-
persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan
Udara yang melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional
dan Angkutan Udara Niaga Tidak Beriadwal dengan Peraturan
Menteri Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Tahuin 1992 Nomor 53, Lembaran Negara Nomor
3234);

Peraturan Pemerintan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Kearnanan dan
Keseiamatan Penerbangan (l.embaran Negaira Tahun 2001 Nomor 9,
Lembaran Negara Nomor 4075);



Menetapkan :
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3. Peraturan Presiden Nomor 9 {ahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Keria
Kementerian Negara Repubiik Indonesia sebagaimana teiah diuban
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2006;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon | Kementeriain Megara Republik indonesia sebagaimena
telah diubah terakhii dengan Peraturan Presiden Nemcer 17 Tahun
2007,

5. Keputusan Menteri Perhubungan Ncmor 1.11./2/4-U Tahun 1960
tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan
Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2006;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 Tentang
Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan
Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri,
Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal

7.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteii Perhubungan Nomor
KM 1 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
KM 22 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN
SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA
YANG MELAKUKAN PENERBANGAN DALAM NEGERI,
INTERNASIONAL DAN ANGKUTAN UDARA NIAGA TIDAK
BERJADWAL.

Pasal |

Mengubah Lampiran Keputusan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan
Operasi bagi Perusahaan Angkutan Udara yang melakukan penerbangan
Dalam Negeri, Internasional, dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal,
sehingga menjadi sebagai berikut :

A. 12129 Duration of Validity and Surrender of Air Operator
Ceitificate and Operations Specifications (Jangka wakiu
Masa Berlaku dan Pengembalian Sertifikat Operator
Penerbangan dan Spesifikasi Pengoperasian), menjadi
sebagai berikut :



(a) An Air Operator Certificate issued under this Part is
valid for two years unless (Sertifikat Operator
Penerbangan yang diierbitkan berdasarkan Lampiran
Peraturan Menteri ini berlaku dua tahun kecuali) :

(1) the certificate holder voiuntary surrenders it
eaitieir to the Directcr Generzl, or (pemilik
sertifikat secara sukarela menyerahkan kembali
Sertifikatnya kepada Dircktur Jenderal sebeium
habis masa berlakunya; atau)

(2) the Director Gernieral suspends, revokes, or
otherwise earlizr terminates the Certificate due to
the violation by the certificate holder to the
provisions of this Part; or (Direktur Jenderal
mencabut sementara, mencabut kembali, atau
mengakhiri masa berlaku Sertifikat sebeium
berakhir masa berlakunya, karena pemilik
sertifikat melakukan pslanggaran ierhadap
ketentuan-ketentuan di dalam  Lampiran
Peraturan Menteri ini; atau)

(3) the certificate holder does not conduct or cease
all operations for which it holds authority in its
Operations Specifications for more than the time
specified in 121.32a; (pemilik sertifikat tidak
melakukan atau berhenti melakukan seluruh
kegiatan  pengoperasian  sesuai  dengan
kewenangan yang diberikan didalam Spesifikasi
Pengoperasian melebihi wzkiu yang ditetapkan
dalam pasal 121.32a);

(4) the certificate holder viciates the provisions of
Aviation Act 15 as the base for the granting of
the Certificate, or violate requiremenis to
conduct operation of its organization in
accordance with authority granted, limitation
imposed and procedures approved as ther are
specified on its Operations Specifications
concerning; or (pemilik sertifikat melanggar
ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 15
Tahun 1992 Tentang Penerbangan yang menjadi
dasar penerbitan Sertifikat, atau yaitu melanggar
ketentuan-ketentuan tentang kewajiban
menjalankan  perusahaan sesuai dengan
kewenangan yang diberikan, limitasi yang
ditetapkan, dan prosedur-prosedur yang disetujui
sesuai yang tercantum di dalam Spesifikasi
Pengoperasian; atau)

(5) The certificate hclder apply for renewal of validity
of his Certificate. (pemilik sertifikat niengajukan
permohonan pembaharuan masa berlaku
Sertifikat yang dimilikinya).
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(b) Operations Specifications issued under this Part are

effective as loing as ihe Air Operator Certificate is valid
unless (Spesifikasi Pengoperasian yang diterbitkan
berdasarkan ketentuan-ketentuan Lampiran Peraturan
Menteri ini berlaku mengikuti Sertifikat Operator
Penerbangan kecuali) :

(1) the Operations Specifications are amended as
provided in 121.79; or (dilakukan amandemen
terhadap Specifikasi Pengoperasian sesuai
dengan k=tentuan butir 121.79; atau)

(2) the certificate holder does noi conduct a kind of
operation for more than the time specified in
121.31 and fails to follow the procedures of
121.31 upon resuming that kind of operation; or
(pemilik sertifikat tidak melakukan salah satu
Kegiatan pengoperasian untuk jangka waktu
lebih dari yang ditetapkan dalam butir 121.31
dan gagal mengikuti prosedu~ butir 121.31 pada
saat memulai kembali jenis pengoperasiar
tersebut; atau)

(3) the Director General suspends or revokes the
Operations Specifications for a kind cf operation
due to the incapacity of the certificate holder to
operate of that kind of operation (Direktur
Jenderal mencabut sementara atau mencabut
kembali kewenangan yang diberikan untuk
melakukan salah satu kegiatan pengoperasian
dari Spesifikasi Pengoperasian karena pemilik
sertifikat sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk
melakukan salah satu kegiatan pengoperasian
tersebut ).

(c) Within 7 (seven) days after a Certificate has been

suspended, revoked or terminated under this Part, the
Certificate and Operations Specifications must be
surrendered by the certificate holder to the Director
General (Dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah
dicabut sementara, dicabut kembali atau diakhiri
masa  berlakunya, pemilik sertifikat  wajib
menyerahkan Sertifikat Operator Penerbangan dan
Spesiiikasi Pengoperasian kepada Direktur Jenderal).

Recency cf Operation (Kekinian Kegiatain Pengcperasian).

(a) Except as provided in paragraph (b) of this Section,

no certificate hclder miay conduct a kind of operation
for which it holds authority in its Operations
Specifications uniess the certificate holder has
conducted that kind of operation within the preceding
number of conisecutive calendar days specified in this
paragraph (Kecuall jika memenuhi ketentuan yang
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(b)

ditetapkan pada ayat (p), dan kecuali jika pemilik
sertifikat pada kurun waktu terakhir, telah melakukan
salah satu kegiaiar nengoperasian yang
diwenangkan didalam Spesifikasi Pengoperasian
secara berturut-turut tidak terputus, maka pemilik
Sertifikat Operator Penerbangan dilarang melakukan
salah satu kegiatan pcngoperasian tersebut, sebagai
berikut) :

(1) for demestic, or flag operations, 30 days (untuk
penerbangan domestik atau internasional, 30
hari) ;

(2) for supplement operations, 90 days, except that if
the certificate holder has authority to conduct
domestic or flag operations and has conducted
domestic or flag operations within the previous
30 days, this paragraph does not apply (untuk
penerbangan tidak berjadwal, 90 hari; ketentuan
butir ini tidak berlaku, jika pemilik sertifikat
memiliki kewenangan untuk  melakukan
penerbangan domestic dan internasional, serta
dalam kurun waktu 30 hari terakhir telah
melakukan pengcperasian secara berturut-turut
tidak terputus).

If a certificate holder does not conduct a kind of
operation for which it is authorized in its Operations
Specifications within the numoper of calenaar days
specified in paragraph (a) of this Secticn, it shali not
conduct such kind of operation unless (Jika pemiiik
sertifikat tidak melakukan salah satu kegiatan
pengoperasian seperti yang diwenangkan di dalam
Spesifikasi Pengoperasian dalam kurun waktu hari-
hari kalender seperti yang ditetapkan didalam ayat (a)
pasal ini, maka pemilik sertifikat tersebut dilarang
melakukan kegiatan pengoperasian kecuali jika) :

(1) it advises the Director General at least 5
consecutive calendar days before resumption of
that kind of operation; and (Pemilik sertifikat
memberitahukan Direktur Jenderal paling sedikit
lima hari sebelum memulai kembali kegiatan
pengoperasian tersebut; dan);

(2) it makes itself available and accessible ouring
the § (five) consecutive calendar days period in
the event that the DGAC decides to conduct a
full inspectionn re-examination to determine
whether the certificate holder remains properly
and adequaiely equipped and able to conduct a
safe operation {Dalam kurun waktu 5 (lima) hari
kalender secara berturut-turut tersebut, pemilik
sertifikat menyiapkan diri, berjaga-jaga Jika
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C.

Direktorat Jenderal Perhubungan  Udara
memutuskan  untuk  melakukan  inspeksi
pengujian kembali untuk menetapkan bahwa
pemilik sertifikat masih memiliki sumber-sumber
daya pengoperasian yang memenuhi standar
dari lengkap untuk dapat melakukan kembali
pengcperasian secara seiamat).

121.32a Suspension and Revocation of Air Operator Certificate of A

Certificate Hoider Which Does Not Conduct Operations for
which It Holds Authority for More Than A Specified Time
(Pencabutan Sementara dan Pencabutan Kembali
Sertifikat Operator Penerbangan Pemiiik Sertiikat yang
Tidak Melakukan Kegiatan Pengoperasian Sesuai
Kewenangan yang Dimitiki Untuk Jangka Waktu Tertentu).

The Air Operator Certificate of a certificate holder who does
not conduct or cease operations for which it holds authority
in its Operations Specifications for certain number of
consecutive calendar days, will be suspended and revoked
as follows (Sertifikat Operator Penerbangan milik seorang
pemilik sertifikat yang tidak melakukan kegiatan atau
berhenti melakukan kegiatan pengoperasian sesuai
kewenangan yang dimilikinya didalam Spesifikasi
Pengoperasian urtuk sejumlah hari kalender secara
berturut-turut, akan dicabut sementara atau dicabut
kembali sertifikatnya sebagai beriklit) -

(a) Domestic or flag operations (penerbangan-
penerbangan domestik dan internasional) :

(1) if a certificate holder dues not conduct or cease
operations for 30 consecutive calendar days, the
certificate holder will be issued 3 (three)
consecutive warning letters, each at interval of
maximum of 1 (one) month (jika pemilik sertifikat
yang tidak melakukan kegiatan atau berhenti
melakukan kegiatan pengoperasian selama 30
hari berturut-turut, maka kepzda pemilik sertifikat
akan diterbitkan Surat Peringatan sebanyak
3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam
jangka waktu maksimum satu bulan);

(2) if the certificate holder does not respond to the
warning letters. the certificate will be suspended
for a maximum of three (3) months (jika pemilik
sertifikat tidak menanggapi Surat Peringatan
tersebut, maka Sertifikat-nya akan dicabut
sementara untuk jangka waktu maksimum
3 (tiga) bulan);

(3) Iif the suspension period is over and ihere is no
effort made for the resumption of the operations,
the certificate wil! be revoked (jika masa
pencabitan sementara tersebut habis dan tidak
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{b)

(©

ada upaya pemilik seiiifikat untuk memulai
kembali kegiatan pengoperasian, maka Sertifikat
tersebut akan dicabut secara permanen).

Supplemental Operations {Penerbangan-
penerbangan Tidak Berjadwal) :

operations for 90 censecutive caleridar days, the
certificate holder will be issued three (3)
consecutive warning letters, each at interval of
1 {one) monih (jika pemilik sertifikat tidak
melakukan kegiatan atau berhenti melakukan
kegiatan pengoperasian selama 90 hari berturut-
turut, maka kepada pemilik sertifikat akan
diterbitkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga)
kali berturut-turut, inasing-masing dalam jangka
waktu maksimum 1 (satu) bulan) ;

(2) if the certificate holder does not respond to the
warning ietters, the certificate will be suspended
for a maximum of 3 (three) months (jika pemilik
sertifikat tidak menanggapi Surat Peringatan
tersebut, maka Sertifikat-nya akan dicabut
sementara untuk jangka waktu maksimum
3 (tiga) buian);

(3) Ir the suspension period is over and there is no
effort made for the resumption of the operations,
the certificate will be irevoked (jika masa
pencabutan sementara tersebut habis dan tidak
ada upaya pemilik seiiifikat untuk memulai
kembali kegiatan pengoperasian, maka Sertifikat
tersebut akan dicabut secara permanen).

If a certificate holder wish to resume its operations for
whick it was authorized in its Operations
Specifications (Jika pemilik sertifikat bermaksud untuk
memulai kembali kegiatan pengoperasian seperti
yang pernah diberikan kepadanya di dalam
Spesifikasi Pengoperasian).

(1) the certificate holder for which it is issued
warning letter shall advise the Director General
at leasi 30 consecutive calendar days before
resumption of its operation to conduct an
inspection to determine whether the certificate
holder remains properly and adequately
equipped and able tc conducl a safe operation
(pemilik sertifikat yang telah diberi Surat
Peringatan, wejib memberitahu Direktur Jenderal
sedikitnya 3C (liga puluh) hari sebelum memuilai
kembali  kegiatan  pengoperasian,  untuk
dilakukan inspeksi dalam rangka menetapkan
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D.

bahwa pemilik sertifikat masih memiliki sumber-
sumber daya pengoperasian yang memenuhi
standar dan lengkap untuk dapat melakukan
kembali pengoperasian secara selamai);

(2) the certificate holder for which the certificate is
suspeinded shall advise the Director General at
least 6G consecutive calendar days before
resumptica cf its operation to conduct an
inspection (o determine wheiner the certifivate
nolder remains properly and adequately
equipped and able to conduct a safe operation
(peivilik sertifikat yang Seitifikatnya telah dicabut
sementara, wajib memberitahu Direktur Jendera!
sedikitnya 60 hari sebelum memulai kembaii
kegiatan  pengoperasian, untuk dilakukan
inspeksi dalam rangka menetapkan bahwa
pemilik seriifikat masih memiliki surnber-sumbe
daya pengpoperasian yang memenuhi standar
dan lengkap untuk dapat melakukan kembali
pengopeiasian secara selamat);

(3) the certificate holder for which the certificate is
revoked shall advise the Director General at least
90 consecutive calendar days before resumption
of its operation to conduct a full inspection
reexamination to determine whether the
certificate holder remains'in compliance wit>in air
operator certificationn requirements of this Part
(pemilik sertifikat y2ng Sertifikatnya telah dicabut
secara tetap, wajib memberitahukan Direktur
Jenderal sedikitnya 90 hari sebelum memulai
kembali  kegiatan  pengoperasian,  untuk
dilakukan inspeksi dalam rangka menetapkan
bahwa pemilik sertifikat masih memiliki sumber-
sumber daya pengoperasian yang memenuhi
standar dan lengkap untuk dapat melakukan
kembali pengoperasian secara selamat).

121.32b Renewal of Validity of Air Operator Certificate

(Pembaharuan Masa Berlaku Sertifikat Operator
Penerbangan).

A certificate holder who wish to renew his validity of his
Certificate shall (Pemilik sertifikat yang bermaksud
memperbaharui masa berlaku Sertifikatnya waijib) :

(@) Apply in a form and manner acceptable to the Director
General (Mengajukan permohonan dalam bentuk dan
cara yang dapat diterima Direktur Jenderal):

(b) Forward the appiication to the Director General at
least 60 consecutive calendar days before expiration
of his Cetrtificate, to allcw sufficient time for the DGCA
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(b)

Forward the application to the Director General at
least 60 consecutive calendar days before expiration
of his Certificate, fo allow sufificient time for the CGCA
to conduct a quality audit to determine whether the
certificate  holder remains in ccmpliance, in
conformance and in adherence with appiopriate
reguiations, in order fo he abie to conduct a safe
operation (Permchonan tersebui hartis teieh diterima
Direktur Jenderal paling lambat 62 (enam pulun) hari
kalender sebelum habis masa beriaku Sertifikat, untuk
merberikan cukup waktu kepada Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara melakukan audit mutu dalam
rangka menetapkan bahwa pemilik sertifikat masin
memenuhi, sesuai dan berpegang teguh kepada
peraturan-peraturan yang beriaku, untuk menjamin
dapat melakukan kembali pengoperasian secara
selamat).

Pasal il

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Peraturan ini disampaikan

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2006

MENTERI PERHUBUNGAG#
ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubud;
5. DPP INACA.
Salin aq_}.;é" ;

Kef?a!ﬂ,_
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